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Tinjauan terhadap pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No.
20/2019 pada hakikatnya didasarkan atas adanya potensi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum
persaingan usaha. Perilaku anti persaingan merupakan suatu konsekuensi atas karakteristik sistem dari
persaingan usaha yang menekankan pada kebebasan mekanisme pasar, dengan adanya keberlakuan hukum
dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha dalam
melakukan usaha serta membangun iklim persaingan yang kondusif sehingga menghasilkan produk-produk
yang efisien. Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis melalui
pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait keberlakuan pengaturan
penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 terhadap perilaku anti
persaingan. Penulis mencoba mengkonstruksikan apakah penetapan tarif maskapai penerbangan yang
diformulasikan dalam Permenhub No. 20/2019 dapat sepenuhnya menjadi bentuk perlindungan perilaku anti
persaingan dan meninjau ulang adanya ketidaktepatan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang
ditunjukkan dengan adanya kontradiksi antaratarif maskapai penerbangan yang tunduk pada pengaturan
penetapan tarif dan tindakan maskapai penerbangan yang telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 5 UU No.
5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Permenhub No. 20/2019 yang ditujukan
untuk melindungi maskapai penerbangan belum sepenuhnya berjalan efektif, hal tersebut diidentifikasi dari
adanya strategi bisnis maskapai penerbangan yang mengarah kepada tindakan anti persaingan, sebab
diketahui bahwasannya pengaturan penetapan tarif mengakibatkan pertentangan terutama dari segi
manajemen keuangan tiap maskapai. Selain itu, celah ketidakpastian hukum muncul karena adanya
disharmonisasi antara kebijakan persaingan usaha dan hukum persaingan usaha sehingga dibutuhkan
keselarasan serta penegakan hukum yang konkret guna menciptakan kondusifitas dalam pasar persaingan
khususnyaindustri penerbangan.

...... Thereview of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 is essentially
based on the potential for legal uncertainty in the enforcement of business competition law. Anti-
competitive behavior is a consequence of the characteristics of the system of business competition, which
emphasi zes the freedom of market mechanisms, with the existence of law enforcement intended to guarantee
legal certainty and protection to business actors in conducting business and to build a conducive competitive
climate so as to produce efficient products. In analyzing this case, the author uses descriptive analytical
research through a qualitative approach, namely by providing further understanding regarding the
applicability of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 against
anticompetitive behavior. The author attempts to construct whether the determination of airline rates
formulated in Permenhub No. 20/2019 can fully serve as aform of anticompetitive behavior protection and
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examines the existence of inaccuracies in the enforcement of business competition law as indicated by the
discrepancy between airline rates subject to tariff setting arrangements and actions of airlines that have
fulfilled the elementsin Article 5 of Law No. 5 of 1999. Based on the results of research conducted by the
author, Permenhub No. 20/2019, which is aimed at protecting airlines, has not been fully effective. Thisis
identified by the existence of an airline's business strategy that leads to anti-competitive actions, because it
is known that tariff setting arrangements result in conflict, especially in terms of each airline's financial
management. In addition, gapsin legal uncertainty arise due to disharmony between business competition
policy and business competition law, so that harmony and concrete law enforcement are needed to create
conduciveness in competitive markets, especially the aviation industry.



